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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Tentang Pengadilan Agama 
1. Pengertian Pengadilan Agama
Dalam kamus Bahasa Indonesia, peradilan adalah segala sesuatu mengenai perkara peradilan.
 Peradilan juga dapat diartikan suatu proses pemberian keadilan disuatu lembaga.
 Dalam kamus Bahasa Arab disebut dengan istilah qadha yang berarti menetapkan, memutuskan, menyelesaikan, mendamaikan. Qadha menurut istilah adalah penyelesaian sengketa antara dua orang yang bersengketa, yang mana penyelesaiannya diselesaikan menurut ketetapan-ketetapan (hukum) dari Allah dan Rasul. Sedangkan pengadilan adalah badan atau organisasi yang diadakan oleh negara untuk mengurus atau mengadili perselisihan-perselisihan hukum.
 

Peradilan Agama adalah proses pemberian keadilan berdasarkan hukum agama Islam kepada orang-orang Islam yang dilakukan di Pengadilan agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Sebagai lembaga peradilan, peradilan agama dalam bentuknya yang sederhana berupa tahkim,  yaitu lembaga penyelesaian sengketa antara orang-orang Islam yang dilakukan oleh para ahli agama, dan telah lama ada dalam masyarakat Indonesia yakni sejak agama Islam datang ke Indonesia.

Peradilan disyari’atkan di dalam Al Qur’an dan hadits Nabi. Sebagaimana dijelaskan di dalam Al Quran surah al-Maidah ayat 49 :
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Artinya : Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.

Dan hadits yang menunjukkan pensyari’atan peradilan adalah :

أِذَاحَكَمَالْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَثُمَّ اَصَابَ فَلَهُ اَجْوَانِ، وَاِذَاحَكَمَ فَجْتَهَدُ ثُمَّ اَخْطَاءَ فَلَهُ اَجْرٌٌ
Artinya : “Apabila seorang hakim berijtihad kemudian ia benar, maka ia memperoleh dua pahala dan apabila ia berijtihad namun salah, maka ia memperoleh satu pahala”

2. Dasar Kedudukan Pengadilan Agama

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 24 ayat (2) menyatakan bahwa:

"kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".

UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 2 menyatakan :

“Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara-perkara tertentu yang diatur dalam Undang-Undang ini”.

Pasal 3 UU Peradilan Agama tersebut menyatakan :

1) Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh :

a) Pengadilan Agama

b) Pengadilan Tinggi Agama

2) Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

3. Tugas Dan Kewenangan Pengadilan Agama

a. Kompetensi Relatif Pengadilan Agama

Untuk menentukan kompetensi relatif setiap Pengadilan Agama dasar hukumnya adalah berpedoman pada ketentuan undang-undang hukum acara perdata. Dalam pasal  54 UU No. 7 Tahun 1989 ditentukan bahwa acara yang berlaku pada lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada lingkungan Peradilan umum. Oleh karena itu, landasan untuk menentukan kewenangan relatif Pengadilan Agama merujuk pada ketentuan Pasal 118 HIR. Atau pasal 142 R.Bg. jo. Pasal 66 dan Pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989.
 Penentuan kompetensi relatif ini bertitik tolak pada aturan yang menetapkan ke pengadilan agama mana gugatan diajukan agar memenuhi syarat formal. Pasal 118 ayat (1) HIR. Menganut asas bahwa yang berwenang adalah pengadilan tempat kediaman tergugat. Asas ini dalam bahasa latin disebut “actor sequitur forum rei”.
 namun ada beberapa pengecualian, yaitu yang tercantum dalam Pasal 188 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), yaitu:

1) Apabila tergugat lebih dari satu, maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman salah dari seorang tergugat;

2) Apabila tempat tinggal tergugat tidak diketahui, maka gugatan diajukan kepada pengadilan di tempat tinggal penggugat;

3) Apabila gugatan mengenai benda tidak bergerak, maka guagatan diajukan kepada peradilan di wilayah hukum di mana barang tersebut terletak; dan

4) Apabila ada tempat tinggal yag dipilih dengan suatu akad, maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan tempat tinggal yang dipilih dalam akta tersebut.  

b. Kompetensi Absolut Pengadilan Agama.

Sebagai peradilan khusus, Pengadilan Agama mempunyai tugas dan kewenangan tertentu seperti tersebut pada Pasal 49  UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, yang menyatakan : Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragam Islam di bidang :
 1) Perkawinan, 2) Kewarisan, 3) Wasiat, 4) Hibah, 5) Wakaf, 6) Zakat, 7) Infaq, 8) Shodaqoh, 9) Ekonomi Syari’ah
c. Jenis-Jenis Perkara Yang Menjadi Kewenangan Pengadilan Agama.

1) Perkawinan

Bidang hukum Perkawinan atau hukum keluarga meliputi perkara-perkara :

a) Ijin poligami beserta penetapan harta dalam perkawinan poligami.

b) Ijin kawin apabila orang tua calon suami/ isteri tidak mengijinkan sementara calon suami/ isteri di bawah usia 21 tahun.

c) Dispensasi kawin bagi calon suami/ isteri yang beragama Islam dan belum mencapai usia 19 dan 16 tahun.

d) Penetapan wali adlol jika wali calon isteri menolak menikahkannya.

e) Permohonan pencabutan penolakan perkawinan oleh KUA.

f) Permohonan pencegahan perkawinan.

g) Pembatalan perkawinan.

h) Permohonan pengesahan nikah/ istimbat nikah.

i) Pembatalan penolakan perkawinan campuran (perkawinan antar warga negara yang berbeda).

j) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami isteri.

k) Cerai talak (perceraian yang diajukan suami).

l) Cerai gugat (perceraian yang diajukan isteri).

m) Talak khuluk (perceraian yang diajukan oleh isteri dengan membayar tebusan kepada suami).

n) Li’an  yaitu cerai talak atas dasar alasan isteri berzina dengan pembuktian beradu sumpah antara suami isteri.

o) Syiqaq yaitu cerai gugat atas dasar alasan perselisihan suami isteri dengan penunjukan hakam (juru damai) dari keluarga kedua belah pihak.

p) Kewajiban nafkah dan mut’ah bagi bekas isteri.

q) Gugatan harta bersama termasuk hutang untuk kepentingan keluarga.

r) Gugatan penyangkalan anak.

s) Permohonan/ gugatan pengakuan anak.

t) Gugatan hak pemeliharaan anak.

u) Gugatan nafkah anak.

v) Permohonan pencabutan kekuasaan orang tua terhadap pemeliharaan anak.

w) Permohonan perwalian.

x) Gugatan pencabutan kekuasaan wali.

y) Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada dibawah kekuasannya.

z) Pengangkatan anak oleh WNI yang beragama Islam terhadap anak WNI yang beragama Islam.

2) Kewarisan 

a) Permohonan penetapan ahli waris dan bagiannya masing-masing.

b) Gugatan waris.

c) Akta di bawah tangan mengenai keahliwarisan.

d) Akta komparasi tentang pembagian harta waris di luar sengketa.

3) Wasiat 

a) Gugatan pengesahan wasiat.

b) Gugatan pelaksanaan wasiat.

c) Gugatan pembatalan wasiat.

4) Hibah

a) Gugatan pengesahan hibah.

b) Gugatan pembatalan hibah.

5) Wakaf 

a) Sengketa sah tidaknya wakaf.

b) Sengketa pengelolaan harta wakaf.

c) Sengketa keabsahan dan kewenangan nadlir wakaf.

d) Gugatan sengketa wakaf oleh kelompok (class action).

6) Zakat, Infaq, dan Shadaqah

a) Sengketa antara muzakki dengan BAZIZ.
b) Sengketa antara pejabat pengawas dengan BAZIZ.
c) Sengketa antara mustahik dengan BAZIZ.
d) Sengketa antara pihak-pihak yang berkepentingan  baik sendiri maupun class action dengan BAZIZ.
7) Ekonomi Syariah

Yang dimaksud “Ekonomi Syari’ah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah, antara lain meliputi :

a) Bank syaria’ah.

b) Lembaga keuangan makro syari’ah.

c) Asuransi syari’ah.

d) Reasuransi syari’ah.

e) Reksadana syari’ah.

f) Obligasi syari’ah.

g) Sekuritas syari’ah.

h) Pembiayaan syari’ah.

i) Pegadaian syari’ah.

j) Dana pensiun syari’ah.

k) Bisnis syari’ah.

Perkara-perkara di bidang ekonomi syari’ah tersebut di atas meliputi sengketa-sengketa sebagai berikut :

a) Sengketa akibat beda menafsiri akad perjanjian.

b) Sengketa sah tidaknya akan perjanjian.

c) Sengketa berakhirnya suatu akad perjanjian.

d) Gugatan ganti rugi atas wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.

e) Gugatan atas pelanggaran akad perjanjian.
4. Hukum Acara Yang Berlaku di Peradilan Agama

Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan:
“Hukum acara yang berlaku pada pengadilan di lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini”.

a. Azas-azas Hukum Acara Peradilan Agama

1) Azas Personalitas Keislaman

Arti azas personalitas keislaman adalah orang yang tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama, hanya mereka yang mengaku dirinya  pemeluk agama Islam. Penganut agama lain di luar Islam tidak tunduk kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama.

Asal personalitas keislaman diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009. Ketundukan personalitas muslim kepada lingkungan Peradilan Agama, “bukan” ketundukan yang bersifat umum meliputi semua bidang hukum perdata, tetapi ketundukan personalitas muslim kepadanya, hanya bersifat “khusus” sepanjang bidang hukum “tertentu”.

Dalam azas personalitas keislaman yang melekat pada UU Peradilan Agama tersebut, dijumpai beberapa penegasan yang melekat membarengi azas dimaksud :

a. 
Pihak-pihak yang bersengketa harus sama-sama pemeluk agama Islam.

b. Perkara perdata yang disengketakan harus mengenai perkara-perkara di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, shadaqah, dan ekonomi syari’ah.

c. Hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentu tersebut berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu acara penyelesaiannya berdasarkan hukum Islam.

Jika hubungan hukum yang terjadi bukan berdasar hukum Islam, sengketanya tidak tunduk menjadi kewenangan lingkungan Peradilan Agama. Misalnya, hubungan hukum ikatan perkawinan antara suami isteri adalah hukum Barat. Sekalipun suami isteri beragama Islam, azas personalitas keislaman mereka ditiadakan oleh landasan hubungan hukum yang mendasari perkawinan. Oleh karena itu, sengketa perkawinan yang terjadi antara mereka tidak tunduk menjadi kewenangan Pengadilan Agama, tapi jatuh menjadi kewenangan Pengadilan Negeri.

2) Azas Wajib Mendamaikan Terutama dalam Perkara Perceraian

Pengertian mendamaikan azas kewajiban ini diatur dalam Pasal 82 UU. No 7 Tahun 1989.

a) Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak.

b) Dalam sidang perdamaian tersebut, suami istri harus dating secara pribadi, kecuali apabila salah satu pihak bertempat kediaman diluar negeri, dan tidak dapat datang menghadap secara pribadi dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.

c) Apabila kedua belah pihak bertempat kediaman di luar negeri, maka penggugat pada sidang perdamaain tersebut harus menghadap secara pribadi.

d) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan. 

 Menurut ajaran Islam, apabila ada perselisihan atau sengketa sebaiknya melalui pendekatan “ishlah” sebagaimana firman Allah dalam Surat Al Hujarat Ayat 10, yaitu:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.

Karena itu azas kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa, sesuai benar dengan tuntutan ajaran akhlak Islam. Jadi, hakim peradilan agama selayaknya menyadari dan mengemban fungsi mendamaikan. Dengan adanya perdamaian berdasarkan kesadaran pihak yang berperkara tidak ada pihak yang dimenangkan ataupun dikalahkan. Kedua belah pihak sama-sama menang dan sama-sama kalah dan mereka dapat pulih kembali dalam suasana rukun dan persaudaraan.
   

Azas kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara, sangat sejalan dengan tuntutan dan ajaran Islam. Islam selalu menyuruh menyelesaikan setiap perselisihan dan persengketaan melalui pendekatan ishlah (fa ashlihu baina akhwaikum). Sebab bagaimanapun adilnya suatu putusan, namun akan tetap lebih baik dan lebih adil hasil perdamaian. Dalam suatu putusan yang bagaimanapun adilnya, pasti harus ada pihak yang “dikalahkan” dan “dimenangkan”. Tidak mungkin kedua pihak sama-sama dimenangkan atau sama-sama dikalahkan. Seadil-adilnya putusan yang dijatuhkan hakim, akan tetap dirasa tidak adil oleh pihak yang kalah. Bagaimanapun dzalimnya putusan yang dijatuhkan, akan dianggap dan dirasa adil oleh pihak yang menang. Lain halnya dengan perdamaian, hasil perdamaian yang tulus berdasar kesadaran bersama dari pihak yang bersengketa, terbebas dari kualifikasi “menang” dan “kalah”. Mereka sama-sama menang dan sama-sama kalah. Sehingga kedua belah pihak pulih dalam suasana rukun dan persaudaraan, tidak dibebani dendam yang berkepanjangan.

Usaha perdamaian dalam sengketa perceraian menurut Pasal 82 UU Peradilan Agama, harus dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan selama perkara belum diputuskan.

Berdasarkan Pasal 130 HIR, majelis hakim wajib berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sebelum memulai pemeriksaan perkara. Untuk mengimplementasikan pasal ini, para pihak diwajibkan menempuh proses mediasi di luar sidang.

Dalam perkara perceraian (tentang status), jika mediasi berhasil dan para pihak telah  damai, maka pihak penggugat atau pemohon harus mencabut perkaranya. Dalam perkara sengketa harta benda, jika mediasi berhasil dan para pihak mencapai perdamaian, maka dibuatlah akta dading dan majelis menjatuhkan putusan perdamaian.

Dengan dicapai perdamaian antara suami isteri dalam sengketa perceraian, bukan hanya keutuhan ikatan perkawinan saja dapat diselamatkan, tetapi sekaligus dapat diselamatkan kelanjutan pemeliharaan dan pembinaan anak-anak secara normal. Kerukunan antara keluarga kedua belah pihak dapat berlanjut. Harta bersama dalam perkawinan dapat lestari menopang kehidupan rumah tangga. Suami isteri dapat terhindar dari gangguan pergaulan sosial kemasyarakatan. Mental dan pertumbuhan kejiwaan anak-anak terhindar dari perasaan terasing dan rendah diri dalam pergaulan hidup. Memperhatikan itu semua, upaya mendamaikan sengketa perceraian, merupakan kegiatan yang terpuji dan lebih diutamakan dibanding dengan upaya mendamaikan persengketaan di bidang yang lain.

3) Azas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, diatur pada Pasal 57 ayat 3 jo. Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman : “setiap putusan dimulai dengan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”.

Yang dimaksud dengan sederhana adalah acara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di muka peradilan makin baik. Sedangkan kata cepat menunjukkan kepada jalannya peradilan. Dalam hal ini bukan hanya jalannya peradilan dalam pemeriksaan di muka sidang saja, tetapi juga penyelesaian dari pada berita acara pemeriksaan di persidangan sampai pada penandatanganan putusan oleh hakim dan pelaksanaannya. Dan adapun biaya ringan, agar terpikul oleh rakyat. Biaya perkara yang tinggi kebanyakan menyebabkan pihak yang berkepentingan enggan untuk mengajukan tuntutan hak kepada pengadilan.

Maksud dari pengertian azas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan ini dipertegas dalam penjelasan Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 2004 yang berbunyi :

 “Ketentuan ini dimaksudkan untuk memenuhi harapan para pencari keadilan. Yang dimaksud dengan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan acara yang efisien dan efektif. Yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat terpikul oleh rakyat. Namun demikian dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan.
Prosedur dan proses hukum acara perdata dalam RV sangat berbelit-belit dengan ssitem “dag vaarding” atau “schriijtelijke procedur” dan sistem “procureur” (procureur stelling) atau “verplichte rechtbijstand” dengan berbagai bentuk putusan sela atau interlocuter vonnis. Tanpa bantuan advokat atau pengacara, tidak mungkin seorang dapat membela dan mempertahankan hak dan kepentingannya. Semua proses pemeriksaan mesti secara tertulis. Lain halnya dengan hukum acara perdata yang diatur dalam HIR atau R.BG. Prosedur dan prosesnya sangat sederhana dengan sistem langsung secara lisan atau “mondelinge procedur” dan “onmiddlelijkeheid Van procedure” di persidangan. Tahap pemeriksaan pembuktian tidak memerlukan bentuk-bentuk putusan sela. Kesederhanaan ini yang dipertahankan azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Demikian pula hukum acara mufakat dalam fiqih Islam.

Penerapan azas ini tidak boleh mengurangi ketepatan pemeriksaan dan penilaian menurut hukum dan keadilan. Kesederhanaan, kecepatan pemeriksaan, jangan dimanipulasi untuk membelokkan hukum, kebenaran dan keadilan. Semua harus “tepat” menurut hukum (due to law).

4) Azas Persidangan Terbuka Untuk Umum 

Pengertian dan penerapan azas ini mempunyai makna yang luas yaitu meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan pemeriksaan persidangan. Di samping itu juga mengenai keluwesan dan kebijaksanaan para hakim dalam menyiapkan akomodasi bagi para pengunjung sidang, ketertiban, pengambilan foto dan reportase.

Pasal 59 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 berbunyi :

a) Sidang pemeriksaan Pengadilan Terbuka untuk umum, kecuali apabila undang-undang menentukan lain dan jika Hakim dengan alasan-alasan penting yang dicatat dalam berita acara persidangan, memerintahkan bahwa pemeriksaan secara keseluruhan atau sebagian akan dilakukan dengan sidang tertutup.

b) Tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan seluruh pemeriksaan beserta penetapan atau putusannya batal demi hukum.

c)   Rapat permusyawaratan hakim bersifat rahasia.
Penerapan azas persidangan terbuka untuk umum dikecualikan dalam pemeriksaan perkara perceraian. Mengenai pengecualian ini, Pasal 59 ayat (1) sendiri sudah membuka kemungkinan untuk itu dalam rumusan : “Kecuali apabila Undang-undang menentukan lain”. Hal ini sesuai dengan doktrin hukum yang mengajarkan “lex specialis drogat lex generalis”. Ketentuan khusus menyampingkan ketentuan umum. Keadaan inilah yang diatur dalam Pasal 80 ayat 2 UU Peradilan Agama tersebut jo Pasal 17 UU Nomor 33 PP Nomor 9 Tahun 1975. Pasal-pasal ini menyampingkan ketentuan azas umum yang diatur Pasal 59 UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 1970 jo. UU Nomor 04 Tahun 2004 yang berbunyi: “Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup”.
Pelanggaran atas Pasal 33 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 80 ayat 2 UU Peradilan Agama  mengakibatkan pemeriksaan batal demi hukum. Sebab nilai yang terkandung dalam ketentuan itu menyangkut azas ketertiban umum atau orde publik, oleh karena itu dia mutlak bersifat “imperatif”. Satu-satunya cara yang dapat dibenarkan hukum untuk pemeriksaan sidang tertutup dalam perkara perceraian, hanya menjangkau selama proses pemeriksaan saja. Penerapannya, hanya meliputi proses pemeriksaan jawab-menjawab, pemeriksaan pembuktian jangkauan ketentuan pemeriksaan sidang tertutup dalam perkara perceraian, tidak meliputi pengucapan putusan. Apabila sudah tiba saat proses pemeriksaan sidang pada tahap pengucapan putusan kembali ditegakkan azas persidangan terbuka yang tercantum  dalam Pasal 81 ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 34 ayat 1 PP Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi: “Putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”.
b. Hukum Acara Khusus dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009
Dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Bagian Kedua, Bidang Teknis Peradilan, Peradilan Agama, diatur hal-hal yang ringkasnya sebagai berikut :

1) Bidang Perkawinan

Beberapa perkara berikut dapat diajukan dan diperiksa serta diputus secara voluntoir, maksudnya : berbentuk permohonan yang hanya terdiri dari pihak Pemohon saja dan tidak terdapat sengketa. Padahal menurut azasnya perkara terdiri dari dua pihak yang sedang bersengketa atau disebut perkara contensios. Perkara voluntoir tersebut adalah :

a) Permohonan dispensasi umur kawin

b) Permohonan izin kawin

c) Permohonan penetapan wali adhol

d) Permohonan penetapan perwalian

e) Permohonan penetapan asal-usul anak
2) Bidang Perceraian

a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 memberi kemudahan dan perlindungan kepada isteri dalam hal di Pengadilan Agama mana perceraian diajukan.

1) Suami mengajukan cerai talak di Pengadilan Agama yang di daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon (isteri) (Pasal 66 (2)).

2) Isteri mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama yang di daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat (isteri) (pasal 73 (2)).

b) Dalam perkara perceraian tidak ada pihak yang kalah atau menang, sehingga biaya perkara dibebankan kepada Penggugat atau Pemohon (Pasal 89 ayat (1))

c) Pemeriksaan perkara perceraian dalam sidang tertutup (pasal 68 (2) dan 80). Hal ini dimaksudkan untuk menjaga rahasia pribadi para pihak.

d) Permohonan penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama-sama dengan permohonan cerai talak/ gugat cerai ataupun sesudahnya (Pasal 66 ayat (5) 86 ayat (1))

e) Untuk melindungi isteri maupun anak, Hakim Pengadilan Agama baik diminta atau tidak, dalam perkara perceraian dapat menghukum pihak suami untuk memberi nafkah isteri maupun anaknya (Pasal 44 c UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. 78 a UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan 45 ayat (2) dan 49 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. 78 huruf b UU Nomor 7 Tahun 1989 jo. UU Nomor 3 Tahun 2006.

f) Hak bekas isteri maupun anaknya atas bagian bekas suaminya yang Pegawai Negeri, dapat dituntut dan diputus dalam perkara perceraiannya (PP 10 Tahun 1983 jo. PP 45 Tahun 1990).

3) Bidang Waris, Wasiat dan Hibah yang Dilakukan Berdasarkan Hukum Islam

Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 menganut azas personalitas keislaman, oleh karena itu Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara waris/ wasiat apabila pewaris (si mayit) beragama Islam.

Hibah yang dilakukan oleh orang Islam kepada orang Islam apabila timbul sengketa adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

Bagi orang yang menghendaki surat keterangan ahli waris misalnya untuk mengambil deposito di bank, dapat dibuat akta di bawah tangan kemudian dimintakan pengesahan (gewaasmarker) kepada Ketua Pengadilan Agama.

Akta comparisi pembagian harta waris di luar sengketa dapat dilakukan berdasarkan pasal 107 UU Peradilan Agama jo. 236 a HIR.

4) Sengketa Milik

Pasal 50 UU Nomor 7 Tahun 1989 jo. UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan :

1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, obyek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

B. Mekanisme Persidangan di Pengadilan Agama

Adapun mekanisme persidangan di Pengadilan Agama adalah sebagai berikut: 
1. Persidangan Pertama


Dalam sidang pertama yang telah ditentukan dan para pihak telah dipanggil untuk hadir dalam sidang tersebut maka ditemukan beberapa kemungkinan:
a. Penggugat dan tergugat sama-sama hadir

Jika para pihak hadir semua dalam sidang, maka sebelum mulai hakim wajib mendamaikan para pihak yang berperkara.
 Usaha perdamaian ini berdasarkan ketentuan pasal 130 HIR/ 154 Rbg sifatnya fakultatif dalam artian majelis hakim mengimbau para pihak untuk berdamai. Maka dengan adanya ketentuan pasal 130 HIR/ 154 RBg hendaknya untuk masa mendatang diterapakan secara imperatif kriteria dasar untuk mendamaikan para, pihak berperkara, yaitu:

a) Memperbaiki hubungan pihak yang bersengketa
Adapun aspek ini dapat melalui tahap negosiasi, mendorong para pihak mau berbicara secara langsung melalui proses komunikasi timbal balik dan dapat melalui bahasa simbolik (kunjungan, jabatan tangan, pernyataan maaf, dan sebagainya)

b) Menghasilkan kesepakatan (kompromi)

Hal ini hendaknya bersifat bijaksana, bersahabat efektif dan tepat guna.

c) Kesepakatan mampu untuk menyelesaikan kepentingan yang beradu (conflict interest)
Kunci dasar dalam kesepakatan hendaknya dilakukan seacara adil, tidak memihak (imparsial), koperatif, manusiawi dan hasilnya sama-sama menang.
d) Menyelaraskan tindakan dan kepentingan

Pada aspek ini hasil yang hendak dicapai adalah menyongsong hubungan kepentingan masa depan (for the future) dan tidak memperdebatkan sengketa dan permusuhan masa lalu (not the past but the future).

Apabila dari para pihak yang berperkara setelah ditawarkan perdamaian dan menyetujuinya maka dari majelis hakim dalam pratiknya dapat terjadi surat gugatan tersebut dapat dicabut, dan atau para pihak mengadakan perdamaian di luar atau didalam persidangan.

Perdamaian diluar dan didalam persidangan mempunyai konsekuensi yuridis masing-masing apabila perdamaian dilakukan di luar persidangan maka di sini hakim tidak mencampuri urusan perdamaian itu dan dilakukan para pihak itu sendiri. Dalam hal ini konsekuensi yuridisnya yang dapat muncul adalah apabila dari salah satu pihak ingkar dengan perjanjiannya dan tidak menepati isi dari perjanjian perdamaian tersebut maka perdamaian tersebut tidak mempunyai kekuatan eksekusi.

Apabila perdamaian dilakukan di depan persidangan maka majelis hakim dapat ikut campur terhadap perdamaian tersebut sehingga akta perdamaian yang dibuat para pihak sama putusan dengan putusan hakim. Konsekuensi yuridisnya dari perdamaian ini apabila dari salah satu pihak ada yang tidak menepati atau ingkar dalam perjanjiannya tersebut maka tidak lagi dapat diajukan sebagai gugatan lagi, tidak dapat dibanding/ kasasi dan dapat dieksekusi.

b. Penggugat Hadir Sedangkan Tergugat Tidak Hadir

Apabila dalam sidang pertama tersebut penggugat hadir sedang tergugat tidak hadir maka hakim dapat:

a) Menunda persidangan untuk memanggil tergugat sekali lagi atau

b) Menjatuhkan putusan verstek, karena tergugat dinilai ta’azzuz, atau tawari atau ghoib. Kemudian apabila tergugat telah dipanggil lagi untuk kedua kalinya atau lebih tetap tidak hadir maka dapat dijatuhkan putusan verstek.

Putusan verstek dapat dijatuhkan apabila:

1) Tegugat telah dipanggil dengan patut dan resmi.

2) Tergugat tidak hadir dalam sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya serta tidak ternya bahwa ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

3) Penggugat hadir dalam sidang dan memohon putusan (pasal 125 HIR/ps. 149 R.Bg). dalam hal terjadi demikian, maka hakim menasehati agar penggugatan mengurungkan/ mencabut kembali gugatannya. Apabila tidak berhasil maka gugatannya dibacakan. Jika penggugat tetap mempertahankan gugatannya dan mohon dijatuhkan putusan maka hakim akan mempertimbangkan gugatan tersebut dan kemudian menjatuhkan putusannya di luar hadirnya tergugat (verstek).
Dalam putusan verstek, maka tuntutan dapat dikabulkan, apabila gugatan itu beralasan dan tidak melawan hak.
 Dengan demikian dapat dikatakan lebih detail bahwa putusan verstek hanya dapat dijatuhkan dalam hal tergugat yang hanya terdiri dari seorang saja dan tidak datang.

Dalam hal dijatuhkan putusan verstek maka pihak tergugat dapat mengajukan verset (perlawanan) terhadap putusan verstek tersebut. Apabila tergugat mengajukan verset maka pemeriksaan akan dilanjutkan dengan memanggil kembali para pihak kepersidangan.
 

Tenggang waktu verset diatur dlam pasal 129 HIR sebagai berikut:

1) Apabila dalam pemberitahuan isi putusan verstek itu dapat disampaikan langsung kepada tergugat, maka tenggang waktu verzet ialah 14 hari sejak setelah hari pemberitahuan.

2) Apabila pemberitahuan isi putusan itu ternyata tidak dapat disampaikan langsung kepada tegugat (tidak ketemu langsung) tetapi disampaikan lewat kepala desa, dan tergugat tergugat ternyata tidak melaksanakan putusan dengan sukarela kemudian ketua PA akan memanggil tergugat supaya datang di kantor PA untuk mendapat teguran, kemudian apabila tergugat datang dan telah menerima tegura tersebut, maka tenggang waktu verset adalah 8 hari setelah tergugat mendapat teguran tersebut.

3) Apabila terjadi seperti tersebut pada angka 2 di atas, dan ternya pada waktu dipanggil untuk ditegur tergugat tidak datang menghadap, kemudian ketua PA mengeluarkan perintah eksekusi. Dalam hal ini maka batas waktu verzet ialah 8 hari setelah hari tanggal eksekusi  (pasal 197 HIR).  



Khusus dalam perkara perceraian atau pembatalan perkawinan ataupun perkara lain yang tidak memerlukan eksekusi maka tenggang waktu verset hanya dalam waktu 14 hari sejak putusan diberitahukan oleh juru sita.

c. Penggugat Hadir Sedangkan Tergugat Tidak Hadir Tetapi Mengirimkan Surat Jawaban

Apabila tegrgugat tidak hadir, walaupun telah dipanggil dengan patut dan resmi, tetapi ia mengirimkan surat jawaban maka surat itu tidak perlu diperhatikan dan dianggap tidak pernah ada, kecuali jika surat itu berisi perlawanan (eksepsi) bahwa Pengadilan Agama yang bersangkutan itu berwenang untuk mengadilinya. Dalam hal ini maka eksepsi tersebut harus diperiksa oleh hakim dan diputus setelah mendengar dari penggugat (pasal 125 ayat (2) HIR).

Apabila eksepsi tersebut benar dibenarkan/diterima oleh hakim, maka hakim menyatakan bahwa gugatan tidak diterima dengan alasan bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang. Dan apabila eksepsi tersebut tidak diterima karena dinilai tidak benar maka hakim memutuskan dengan verstek biasa.

Jika kemudian tergugat mengajukan verzet dan didalam verzet itu mengajukan eksepsi lagi, maka eksepsinya tidak diterima kecuali eksepsinya mengenai kewenangan absolut. Jika ternyata perkara tersebut bukan weweng PA melainkan menjadi wewenang Pengadilan lain, maka eksepsi harus diterima dan hakim harus menyatakan diri tidak berwenang.
    

d. Penggugat Tidak Hadir Sedangkan Tergugat Hadir

Apabila penggugat tidak hadir dan tergugat hadir dalam sidang, maka hakim dapat:

1) Menyatakan bahwa gugatan dinyatakan gugur, atau

2) Menunda persidangan sekali lagi untuk memanggil penggugat.

Apabila penggugat telah dipanggil sekali lagi namun tetap tidak hadir dalam sidang maka hakim dapat tetap menetapkan bahwa gugatan dinyatakan gugur atau menunda lagi persidangan dengan memanggil lagi penggugat dengan persetujuan tergugat.

Hal ini diatur dalam pasal 124 HIR/pasal 148 RBg. Gugatan dapat dinyatakan gugur apabila:

1. Penggugat telah dipanggil dengan patut dan resmi;

2. Penggugat tidak hadir dalam sidang dan tidak mneyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya serta tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya itu karena alasan yang sah;

3. Tergugat hadir dalam sidang dan memohon putusan. Dalam hal ini penggugat dapat mengajukan lagi gugatan baru dengan membayar lagi panjar biaya perkara, atau mengajukan banding. 

Apabila penggugat lebih dari satu orang kemudian ada sebagian yang tidak hadir maka tidak dapat digugurkan melainkan harus diperiksa seperti biasa, tetapi jika semuanya tidak hadir dapat diputus gugur.

e. Penggugat Dan Tergugat Sama-Sama Tidak Hadir


Jika penggugat dan tergugat tidak hadir dalam sidang pertama, maka sidang harus ditunda dan para pihak dipanggil lagi samapai dapat dijatuhkan putusan gugur atau verstek atau perkara dapat diperiksa.

2. Persidangan Kedua


Pada persidangan kedua setelah gugatan dibacakan dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat kemudian tergugat diberi kesempatan giliran tergugat/para tergugat atau kuasanya untuk memberikan tanggapan terhadap surat gugatan penggugat/para penggugat atau kuasanya. Dalam praktik tanggapan ini lazim disebut dalam istilah: “jawaban gugatan”.
 Menurut pasal 121 ayat (2) HIR/pasal 145 (2) R.Bg jo pasal 132 ayat (1) HIR/pasal 158 (1) R.Bg, tergugat dapat mengajukan jawabannya secara tertulis atau lisan. Di dalam mengajukan jawaban tersebut tergugat harus hadir secara pribadi dalam sidang atau diwakilkan oleh kuasa hukumnya, apabila tergugat atau kuasa hukumnya tidak hadir dalam sidang meskipun mengirimkan surat jawabannya, tetap dinilai tidak hadir dan jawabannya itu tidak perlu diperhatikan, kecuali dalam hal jawaban yang berupa eksepsi atau tangkisan bahwa Pengadilan yang bersangkutan tidak berwenang mengadili perkaranya itu.
  


Pada tahap ini ada beberapa kemungkinan dari tergugat, yaitu:
  

1) Eksepsi (tangkisan)

2) Mengaku bulat-bulat

3) Mungkir mutlak (membantah)

4) Mengaku dengan clausua

5) Referte

6) Rekonpensi (gugat balik)
a. Eksepsi 

Eksepsi adalah sanggahan terhadap suatu gugatan atau perlawanan yang tidak mengenai pokok perkara/pokok perlawanan dengan maksud untuk menghindari gugatan dengan cara agar hakim menetapkan gugatan tidak diterima atau ditolak.

Eksepsi diatur dalam pasal 136 HIR/ pasal 162 R.Bg, pasal 125 (2) HIR/133 – 136 HIR/pasal 149 (2), 160 – 162 R.Bg, dan pasal 356 (4) R.V.

Ditinjau dari segi hukum acara perdata pada prinsipnya eksepsi/tangkisan dapat dikategorikan menjadi dua jenis yaitu: 

1) Prosesual eksepsi (eksepsi formil), yaitu eksepsi yang berdasar pada hukum formil (acara/proses), yang meliputi:

a) Eksepsi tidak berwenang secara absolut, yaitu bahwa PA tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara yg diajukan oleh penggugat melainkan menjadi wewenang pengadilan lain.
b) Eksepsi tidak berwenang secara relatif, yaitu bahwa PA yang dituju tidak berwenang mengadili gugatan penggugat tetapi menjadi wewenang penagdilan lain.
c) Eksepsi nebis in idem (eksepsi van gewisde zaak), yaitu suatu perkara tidak dapat diputus dua kali, sehingga suatu perkara yang sama antara pihak-pihak yang sama di penagdilan yang sama pula, tidak dapat diputus lagi.
d) Eksepsi diskualifikator, yaitu eksepsi yang menyatakan bahwa penggugat tidak mempunyai kedudukan/ hak untuk mengajikan gugatan, atau penggugat slah menentukan tergugat baik menurut orangnya dan ataupun identitasnya.
e) Eksepsi gugatan kabur (obscuur libel), yaitu karena surat gugatan itu kabur, tidak jelas, tidak dapat dipahami baik mengenai susunan kalimatnya, formatnya, atau hubungan satu sama lain yang tidak saling mendukung atau mungkin bertentangan.
2) Materiil eksepsi, yaitui eksepsi berdasarkan hukum materiil, yang meliputi:

a) Dilatoir eksepsi (belum waktunya diajukan gugatannya), yaitu suatu eksepsi bahwa tuntutan penggugat belum dapat dikabulkan karena blum memenuhi syarat menurut hukum.
b) Peremtoir eksepsi (terlambat mengajukan gugatan), yaitu suatu eksepsi yang tetap menghalangi dikabulkannya tuntutan penggugat.
b. Mengaku bulat-bulat
Apabila tergugat dalam jawabannya itu mengakui seluruh dalil-dalil gugatan secara bulat maka perkara dianggap telah terbukti dan gugatan dapat dikabulkan seluruhnya, kecuali dalam hal gugatan cerai.

Dalam perkara perceraian, maka meskipun mungkin tergugat telah mengakui alasan-alasan cerai yang dikemukakan oleh tergugat, hakim harus berusaha menemukan kebenaran materiel alasan cerai tersebut dengan alat-alat bukti yang cukup.
  
c. Mungkir mutlak
Apabila tergugat dalam jawabannya memungkiri secara mutlak maka pemeriksaan dilanjutkan pada tahap berikutnya sampai dapat dibuktikan atau tidaknya dalil-dalilnya.

d. Mengaku dengan klausula (syarat)

Apabila tergugat mengaku dengan klausula (syarat-syarat), maka pengakuan itu harus diterima  seutuhnya dan tidak boleh dipisah-pisah, pemeriksaan dilanjutkan seperti tahap-tahap biasanya.

e. Referte (jawaban berbelit-belit) atau menyerahkan kepada kebijaksanaan hakim, ia “pasrah bongkokan” , tidak membantah dan juga tidak pula membenarkan gugatan. Dalam hal ini gugatan diteruskan seperti biasanya.

f. Rekopensi

Dalam tahap ini, tergugat di samping mengajukan jawaban atas dalil-dalil gugatan penggugat, ia juga mengajukan gugat balik (rekopensi) terhadap penggugat. Dalam hal demikian maka kedudukan tergugat dalam konpensi juga menjadi penggugat dalam rekopensi, dan sebaliknya penggugat dalam konpensi juga menjadi tergugat dalam rekopensi.

Dasar hukumnya rekopensi ialah pasal 132 a – 132 b HIR/pasal 157 – 158 R.Bg.

3. Persidangan Ketiga (Replik)
Setelah tergugat menyampaikan jawabannya, kemudian si penggugat diberi kesempatan untuk menanggapinya sesuai dengan pendapatnya. Dalam hal ini penggugat tetap mempertahankan gugatannya dan menambah keterangan yang dianggap perlu untuk memperjelas dalil-dalilnya, atau mungkin juga penggugat merubah sikap dengan membenarkan jawaban/bantahan tergugat.

Pada dasarnya replik diatur dalam pasal 142 Reglement op de Rechtsverordering (Stb. 1847-52 jo 1849-63).

4. Persidangan Keempat (Duplik)
Duplik ini secara teoritis tidak diatur dalam HIR/R.Bg akan tetapi diatur dalam Reglement op de Rechtsverordering (Stb. 1847-52 jo 1849-63). Dan dalam praktik penyusunan duplik apabila ada gugatan rekovensi berisikan duplik konvensi dan replik rekovensi, dan disusun berdasarkan apa yang dibahas Penggugat/Para Penggugat dalam repliknya.

Acara replik dan duplik (jawab-menjawab) ini dapat diulangi sampai ada titik temu antara penggugat dan tergugat, dan atau dianggap cukup oleh hakim.

5. Persidangan Kelima (Pembuktian)
Pada tahap ini penggugat maupun tergugat diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-bukti baik berupa saksi-saksi, alat bukti surat maupun bukti lainnya secara bergantian yang diatur oleh hakimnya.

6. Persidangan Keenam (Kesimpulan Para Pihak)
Pada tahap ini, baik tergugat maupun penggugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan pendapat akhir yang merupakan kesimpulan hasil pemeriksaan selama sidang berlangsung, menurut pandangan masing-masing.

7. Persidangan Ketujuh (tahap putusan hakim)
Pada tahap ini hakim merumuskan duduknya perkara dan pertimbangan hukum (pendapat hakim) mengenai perkara tersebut disertai alasan-alasannya dan dasar-dasar hukumnya, yang diakhiri dengan putusan hakim mengenai perkara dan diperiksanya itu.

8. Persidangan Kedelapan (putusan)
Persidangan ini merupakan tahap terakhir dari persidangan di Pengadilan dan terhadap putusan hakim ini apabila para pihak tidak menerima dapat mengajukan permohonan permintaan banding (revisi) kepada pengadilan tinggi dan pernyataan banding diajukan dalam jangka 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan.

Tujuan akhir dari pencari keadilan ialah agar segala hak-haknya yang dirugikan oleh pihak-pihak lain dapat dipulihkan melalui putusan hakim. Hal ini dapat tercapai apabila putusan hakim dapat dilaksanakan.

Putusan hakim dapat dilaksankan:

a) Secara sukarela, atau

b) Secara paksa dengan mmenggunakan alat negara, apabila pihak terhukum tidak mau melaksankan secara sukarela.

Sejak dikeluarkanya UU No. 7/1989 maka Pengadilan Agama telah dapat melaksanakan sendiri segala putusan yang dijatuhkannya tanpa harus melalui bantuan Pengadilan Negeri. Dengan berlakunya UU Peradilan Agama tersebut maka: 

a) Pengukuhan tentang eksekutor verklaring dan pengukuhan oleh Pengadilan Negeri dihapuskan.

b) Pada setiap Pengadilan Agama diadakan jurusita untuk dapat melaksanakan putusan-putusannya. 

Mekanisme persidangan keliling di Pengadilan Agama sesuai dengan hukum acara peradilan agama yang berlaku. dan dalam sistem dan prosedurnya dipersidangan keliling juga sama dengan apa yang diterapkan pada waktu sidang di Pengadilan Agama. Adapun sidang keliling yang dilaksanakan Pengadilan Agama Trenggalek sebagaimana menjalankan amanat yang terdapat dalam SEMA No. 10 Tahun 2010 yang bunyinya: 
Bagian Dua

Penyelenggaraan Sidang Keliling

Pasal 10

Pengadilan Agama dapat menyelenggarakan sidang keliling.

Pasal 11

Lokasi Sidang Keliling

1) Sidang keliling dilaksanakan di lokasi yang jauh dari Kantor Pengadilan Agama atau di lokasi yang menyulitkan para pencari keadilan baik dari segi biaya, transportasi maupun proses apabila sidang dilaksanakan di Kantor Pengadilan Agama.

2) Sidang keliling dapat dilaksanakan di kantor pemerintah seperti Kantor Kecamatan, Kantor KUA Kecamatan, Kantor Desa, atau gedung lainnya.

3) Ruang sidang keliling diusahakan memenuhi dekorum ruang persidangan demi menjaga martabat pengadilan.

Pasal 12

Petugas Pelaksana Sidang Keliling

1) Sidang Keliling dapat dilaksanakan oleh sekurang-kurangnya satu majelis hakim.

2) Sidang Keliling dapat diikuti oleh Hakim Mediator dan Pejabat serta staff pengadilan Agama lainnya sesuai kebutuhan.
Pasal 13

Biaya Penyelenggaraan Sidang Keliling

Biaya penyelenggaraan sidang keliling dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama yang komponennya terdiri dari:

a. Biaya tempat persidangan.

b. Biaya sewa perlengkapan sidang.

c. Biaya Petugas pelaksana sidang keliling yang meliputi biaya penginapan (akomodasi), uang harian dan biaya transportasi.

Pasal 14

Mekanisme Pengawasan dan Pertanggung Jawaban

1) Kuasa Pengguna Anggaran menyimpan seluruh bukti pengeluaran anggaran sesuai ketentuan.

2) Bendahara pengeluaran melakukan pembukuan setiap transaksi keuangan untuk penyelenggaraan sidang keliling sesuai ketentuan.

3) Panitera/Sekretaris melaporkan pelaksanaan sidang keliling melalui SMS Gateway dan laporan lainnya sesuai ketentuan.

Pasal 15

Ketentuan Lain

1) Sidang keliling dilaksanakan sesuai kebutuhan.

2) Sidang keliling dapat melayani perkara biasa dan perkara prodeo.

3) Sidang keliling harus dijalankan dengan seefektif dan seefisien mungkin dengan memperhatikan faktor-faktor seperti jumlah perkara dan lokasi sidang keliling.

4) Pimpinan Pengadilan harus proaktif menjalin kerjasama dengan berbagai pihak agar pelaksanaan sidang keliling menjadi tepat sasaran.

Surat Edaran Mahkamah Agung yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI merupakan intruksi dan petunjuk bagi para pengadilan dalam menghadapi perkara perdata, sebagai sumber tempat hakim menggali hukum acara perdata maupun hukum perdata materiil.  

Instruksi dan SEMA sepanjang mengatur hubungan hukum acara perdata dan hukum perdata materiil tidaklah mengikat hakim sebagaimana undang-undang. Akan tetapi instruksi dan SEMA merupakan sumber tempat hakim dapat menggali hukum acara perdata maupun hukum perdata materiil. Seperti doktrin maka instruksi dan SEMA bukanlah hukum melainkan tempat kita menggali hukum.

SEMA merupakan salah satu upaya dari MA untuk membantu memberikan petunjuk bagi  hakim dalam menjalankan tugasnya (formil), selain juga untuk menggali hukum yang hidup di masyarakat, dengan tujuan menemukan nilai-nilai keadilan (hukum materiil). SEMA hanya mengikat intern para  hakim di lembaga peradilan tingkat  pertama dan tingkat banding saja, hal ini sebagaimana dinyatakan nyonya Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip karta winata "Surat Edaran Mahkamah Agung atau yang biasa disingkat SEMA,  khusus ditunjuk kepada pengadilan-pengadilan bawahannya (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) yang berisikan instruksi dan petunjuk-petunjuk bagi para hakim dalam menghadapi perkara perdata".

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Sidang Keliling 

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dibedakan menjadi 2 hal yaitu faktor-faktor yang terdapat dalam sistem hukum dan di luar sistem hukum. Adapun faktor-faktor hukum meliputi faktor hukumnya (Undang-undang), faktor penegak hukum dan faktor sarana dan prasarana. Sedangkan faktor-faktor di luar sistem hukum yang memberikan pengaruh adalah faktor kesadaran hukum masyarakat, perkembangan masyarakat dan faktor politik atau penguasa.

Faktor pendukung persidangan keliling adalah 

1. Tersedianya infrastruktur baik dari aparat desa, camat, hakim dan para pihak yang berperkara.

2. Sarana dan prasarana yang memadai dan mendung setiap kegiatan 

3. Lokasi lebih dekat 

4. Proses cepat, sederhana dan biaya ringan. 

Dalam melaksanakan sidang keliling, Pengadilan Agama di bantu oleh beberapa aparat pejabat baik dari perangkat desa maupun camat, karena sebelum melaksanakan sidang keliling di desa, aparat desa sudah mendata warganya siapa saja yang mendaftar dan akan mengikuti sidang, kemudian petugas desa melaporkan ke pihak pengadilan untuk kemudian ketua Pengadilan Agama menindak lanjuti dengan menunjuk hakim yang akan menangani perkara tersebut kemudian disidangkan. Hal ini sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2010 yang menyatakan ketua PA melakukan koordinasi dengan pejabat dan pihak terkait agar pelaksanaan sidang keliling berjalan secara efektif dan efisien dengan tetap menjaga independensi dan martabat lembaga peradilan.
 

Selain para aparat desa dan camat, hakim juga mempunyai peranan penting dalam mensukseskan sidang keliling berdasarkan penjelasan ketua pengadilan, bahwa tidak semua hakim mendapat kesempatan untuk menyelesaikan perkara melalui sidang keliling.
 Ketua pengadilan menunjuk hakim untuk melaksanakan sidang di desa yang telah ditentukan sebelumnya. 

Faktor penghambat pelaksanaan sidang keliling untuk perkara perceraian ini kurang efektif, karena pada dasarnya perkara perceraian minimal bisa diputuskan setelah tiga kali sidang, jika sidang keliling hanya terlaksana dua kali saja, maka perkara yang belum selesai akan tetap dilanjutkan di kantor pengadilan. 

Hal ini senada dengan prinsip Islam yaitu selalu memudahkan umatnya jika menemukan suatu kesulitan karena pada dasarnya Allah selalu menghendaki kemundahan pada hambanya, dan tidak menghendaki kesukaran bagi hamba-hambanya.
 Oleh karena itu hendaknya pengadilan agama selalu memberikan kemudahan bagi warganya yang ingin berperkara tapi menemukan suatu kendala. Akan tetapi, berbarengan dengan keterbukaan lembaga peradilan muncul pula apa yang disebut justice for all, sehingga negara berkewajiban memberikan keadilan bagi semua orang bagi orang yang tidak mampu beracara ke pengadilan karena kelemahannya dari sudut ekonomi, maupun orang yang tidak mampu karena lemah atau miskin pengetahuan dan pengalaman hukum, semua menjadi perhatian negara. 
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